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didikanAnda S-3. rlfasat tanda
tangan perbup tak tahu isinya,"
sentil hakim berkacamata itu.

Tapi, pensiunan dokter 8i8i
itu tak kurang ia$'aban. Dia
kembali memberikan.iawaban
khas politisi. "Tapi, saya dipilih
oleh masyarakat," celetuknya.

Tak mau kalah galak, hakim
anggota satu Dewa Suardhita
menyebut \{'hasa tak bisa lePas
dari tanggung ia$?b hukum se-
bagai bupati. Sebagai Pemimp-
in, Winasa bertanggung jawab
atas semua yang dilakukan
bawahamya. "Hukum itu ada
dua, tujuan dan proses. Anda
sebagai bupati pilih mana? Tir-
juan Anda memang baik, tapi
caranla salahj' regas Suardhita.

LagiJagi, Winasa mementah-
kan pemyataan hakim. Wina-
sa memutar balik pertanyaan

' hakim. "Makanya itu, saya ingin
bongka-r itu kebenaran perbuP.
Mana buldi tanda tangan basah
saya? fa.ngan-langan Perbup itu
rekayasa;' sergah Winasa. "Yang
jelas, sampai sekarang sa}? tidak
pernah baca perbup itq. SaYa

baru tahu setelah dipPriksF
penyidik kejati," sambuhgnYa
dengannada meninggi.
Winasa justru menyebut

tanggung iawab program bea-
siswa adalah Asisten Il Setda
fembrana, sebagai Pejabat
pengguna anggaran. Jawaban
Winasa membuat hakim kem-
bali naik pitam.

Dikatakan Sukanila, keteran-
gan Winasa saat diPeriksa
penyidik mengaku pember{an
beasiswa berdasarkan Perbup
No 4/2009. Namun, dalam
persidangan Winasa berkelit.
"Anda dipaksa penyidik dalam
memberikan keterangan? Ko k
'disana sama di sini (Persidan-
gan) berbeda? Yang benar Yang
mana?" keiar sukanila.

Seienak Winasa terdiam.
Kemudian pda yang saat ini
menghuni Rutan Negara itu
menyebut ada kesalahan da-
lam memberikan keterangan
pada penYidik. Hakim menS-
ingatkan agar Winasa iujur
dalam memberi keterangan.

Dalam persidangan iuga ter-
ungkap bahwa proses beasiswa
diberikan mulai dari menga-
jukan permohonan ke Dis-
dikporabud, dilanjutkan ke
buoad. dan kembali ke Disdik-
oorabud. Sidang akan dilan-
iutkan pekan dipan dengan'keteranian 

saksi at i. (san/Plt)

tseberapa kali jau'abanWina-
sa membuat alur tanya jawat)
yang diajukan hakim mentok.
Majelis hakim berusah{ keras
mengorek keterangan dari Wi-
nasa secara hukum. Sementara
winasa membalasnya dengan
jawaban sudut pandang Poli'
tik. Tak pelak, jawaban politis
Winasa kemp membuat maje-
lis hakim geregetan.

Yang menjadi perdebatan ada-
lah keberadaan SK No 4/2009
tentang Pemberian Bantuan
Beasiswa. Dengan nada meng-
gebu, Winasa berusaha mem-
buktikan bahwa dirinya tidak
bersalah. "Sampai sekarang
saya tidak pemah lihat PerbuP
No 4/2009. Jangankan baca Per-
bup, lihat bentulinya saia tidak
pernah,'' tandas Winasa dengan
nada berapi-api.

Pemyataan Vvinasa membuat
maielis hakim mengernyitlan
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hakim Sukanila menanyakan
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TaxAmn sty Diharap
Tingkatk Pendapatan

MANGUPURA- Pemberlakuan
pengampunan pajak (nx amnesty) dtnrJ.z

beri dampak bagus bq8i Pqndapatan Asli
(PAD) di Badung. Bahka4 tahun 2017, I
Badung memasang fenc{na belanja mt
Rp a,9 triliun lebih. 

i

ini perlu

5 filiun lebih. Iadi

Aqi Amaw?, Kepala
Pendapahn Badrmg, bell.ut lama ini.

Kata dia, kalau mellhat dari situasi
lrASlH FAVORIT: Wbatawanasing bersantai di Pan-
tai Kuta. Diharapkan kebijakan pengampunan psjak
biss meningkatkan p€ndapatan tahun ini.

pendapatan paiak yang strdah ada. Dengan
penerapan sistem o/l/ine. rPemasangan web
servis untuk mencatat data transaksi real time
akan tetaD dilaksanakan.

Seperti diketahui, Pemkab Badung tahun
2017 memasang rencana belanja mencapai
Rp 4,9 triliun lebih. Belanja ini sebagian besar
didanai Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang
pada tahun 2017 dirancang sebesar Rp 3,5
triliun. Ini meningkat sebesar Rp 580,1 miliar
dibandingkan pada induk 2016 yang sebesar
Rp 2,9 triliun lebih. Idwl/ptt)
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- Korupsi memang tidak
pandang usia. Mantan

Rektor IHDN Denpasar
Made Titib ini di usia 63

tahun dinyatakan terbuk-
ti merugikan kquangan

negara. Tapi, kariena Pu-
nya surat sakit dia tidak

dimasukkan penjara'

SANDIJAYA, Denpasar

PRIA uzur yang untuk berjalan
kaki harus dibantu tongkat, itu

r PAKAI...

Sambungan dari hal 21
denganUU

D ana pun ia y ang dipungut dari
mahasiswa seharusnya masukke
kas negala melalui pendapatan
negara bukan pajak

Tapl danapunla itu dipungut
dan dikelola langsung IHDN
di bawah koordinasi mantan
Karo Umurn IHDN Praptini
(dalam berkas terpisah). Karena
itu, meski Titib tidak terbukti
menilanati kt-rrupsi dana punra
mahasiswa kainpus IHDN.

Maka Titib harus bertanggung
jawab atas apa yang dilal'ukan
bawahannya. Dalam persidan-
gan terungkap, dana korurpsi
digunakan untuk keperluan di
Iingkungan kampus IHDN. Sep-
erti membayar langganan tele-
visi kabel, transportasi dosen,
hingga dipakai membiayai per-
awatanmobil dinas.
Atas dasar pertimbangan

tersebut, majelis hakim menilai
Titib terbukti melakukan per-
buatan korupsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 UU RI

2001 tentang
Pasal 55 (r) ke-r
um menjatuhkar

n, majelis hakim

dan meringan

ita sakit yang m

dangan dan men
annya "Sementa
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V0nis Hukuman Kasus Dana Punia

Pakai Surat S t, Dig jar Setahun dan Tidak Ditahan

I gagal-menghindar {ari jerat
' hukum. Permohonan bebasnYa

dalam pleidoi ditol{k majelis

hakim Pengadiian Tindak Pi-
dana Korupsi (TiPikor) DenPasar.
Kemarin (27/7) dia mendaPat
ganjaran pidana Penjara sela-
rna setahun oleh malelis hakim
pimpinan Dewa Gede Suardtrita.

"Menjatuhkan Pidana Pen-
iara satu tahun, dan denda RP

50 juta subsider lima bulan ku-
rungani' tandas hakim Suadhi-
ta dalam amar Putusannya.
Majelis hirkim menilai, Titib
sebagai rektor bertanggung
jawab atas PenYalahgunaan
pemungutan dana Punia ma-
hasiswa kampus IHDN. Se-
bagai rektor, Titib mentPunYai
tanggung jawab melekat Pada
iabatannva "l' i Baca Pakai... Hal 31

Sama-S aMe yatakan Pilcir-Pikir

5eI
kum
pert
atka
yanI
ticla

hal

meringankan, terd
r menikmati hasi

gan sakit dari dokter. "Beliau
dalam kondisi sakit dan masa
perawatan," ujar Komang Dar-i
mayasa dan Made Adi Seraya.l

Terhadap keputusan hakim,i
kuasa hukumrTitib mengaku
pikir-pikir. Begitu juga dengan
JPU Gede Arthana nienlatakan
pernyataan serupa. "Kami
pikir-pikir dulu. Selain iru kami
juga akan berkonsultasi den-
gan pimpinan. untuk langkah
,selanjutnya," terang jaksa asal
Buleleng itu.

. Seperti diketahui, rapat an-
tara Titib, Praptini, dan se-
jumlah pejabat tinggi IHDN
Iainnya. Mereka membdhas
penerimaan mahasiswa baru.
Hasil rapat kemudian sepakat
membentuk panitia, selanjutn-
yaTitib selaku rektor menerbit-
kan SK tentang pembentukan
panitia penerimaan maha-
siswa baru tahun 201 l.'Dalam rapat selanjutnya,
Praptini menyampaikan
pendapat bahwa kampus,
IHDN saat itu banyak kegiatan 

I

keagamaan sep erti ngay ah.Ke- i

giatan itu memerlukan dana,
sedangkan dana yang tersedia
di IHDN tidak mencukupi.

Praptini mengusulkan supaya
mahasiswa baru dikenakan
uangdana punia. Dengan rin-
cian, mahasiswa baru S-l Rp I
juta, D-3 Rp 800 ribu, S-l dari
D-3 Rp 200 ribu, dan S-l dari
D-2 sebesar Rp 500 ribu.
Praptini mengatakan bahwa

usulan itu akan dibicarakan
dengan Kementerian Agama.
Dalam dakwaan jaksa juga
terungkap, iika dana punia
diserahkan ke kas negara akan
sulit untuk pengelolaannya.
Sedangkan Titib sebagai rektor
menyetujui apa yang diusul-
kan Praptini. Akibat dari per-
buatan para terdakwa, negara
dirugikan sekitar Rp 752 juta.

Untrk tedalq,va Praptini sendiri
masih belum divonis. Persidan-
gan terdakwa Praptini saat ini
masih dalam tahap pembacaan
duplik (tanggapan terdakara un-
tuk jaksa). Besar kemungkinan
Praptini akan divonis dua pekan
mendatang. (*pit)
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MANGKFAK: Bangunan Kantor masih manglrak

DENPASAR - Bangunan
kembali me4ghiasi


